
 

    

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 11                                TAHUN 2022 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR       11       TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR 

SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan      

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 



Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 

Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada 

Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 

Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana 

Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2021 Nomor 50); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang 

pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 

 



6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 

Regional yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Regional 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ 

badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal. 

10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutya disebut PPK-

BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya. 

11. Jenis Pelayanan Persampahan adalah Pelayanan yang diberikan 

oleh UPTD TPA Sampah Regional kepada perorangan ataupun 

kelompok. 

12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif 

yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang 

hendak dipenuhi dalam pencapaian mutu SPM tertentu, berupa 

masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar. 

13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 

mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 

sosial, ekonomi dan pemerintahan. 

14. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah 

menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses 

pengolahan terlebih dahulu. 

15. Pengolahan Kompos adalah Pengolah sampah rumah tangga berupa 

bahan organik menjadi pupuk organik melalui proses pelapukan. 

16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut 

Limbah B3 adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat 

dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau 

merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 

manusia serta mahluk hidup lainnya.  

17. Black Soldier Fly yang selanjutnya disingkat BSF adalah metode 

pengolahan sampah organic dengan menggunakan larva (maggot) 

yang diletakkan pada sampah organic dengan tujua mereduksi 

sampah tersebut. 

 



18. Incinerator Limbah B3 Medis adalah upaya pengolahan limbah B3 

Medis dari fasyankes melalui metode pembakaran dengan suhu 

pada ruang bakarnya diatas 1.000 derajat celcius. 

19. Enkapsulasi Limbah B3 adalah melakukan solidifikasi terhadap 

Limbah untuk menghindari terjadinya pelindian terhadap limbah 

dan menghilangkan risiko Limbah diakses oleh organisme 

pemulung (scavengers). 

20. Inertisasi Limbah B3 merupakan proses solidifikasi Limbah 

menggunakan semen dan material lainnya sebelum Limbah 

ditimbun di fasilitas penimbunan saniter (sanitary landfill), fasilitas 

penimbunan terkontrol (controlled landfill), atau fasilitas 

penimbusan akhir Limbah B3. 

21. Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah B3 adalah fasilitas kegiatan 

penimbunan Limbah B3 berupa lahan timbus yang telah 

memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. 

22. Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode 

pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan 

dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 

tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, 

sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter. 

23. Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke 

dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi 

terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi. 

24. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic 

Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah 

prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 

dari suatu Limbah. 

25. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan untuk memindahkan 

Limbah B3 dari penghasil menuju ke tempat pengolahan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Pengangkutan merupakan salah 

satu kegiatan dalam pengelolaan limbah B3. 

26. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau 

menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. 

27. Pemrosesan Akhir Sampah merupakan upaya penanganan sampah 

dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Pasal 2 

(1) SPM UPTD TPA Sampah Regional dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penerapan SPM pada UPTD TPA Sampah Regional 

(2) SPM UPTD TPA Sampah Regional bertujuan untuk meningkatkan 

dan menjamin mutu pelayanan persampahan kepada masyarakat. 

(3) SPM UPTD TPA Sampah Regional wajib dilaksanakan oleh UPTD 

TPA Sampah Regional untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja UPTD TPA Sampah 

Regional. 

 



BAB II 

TUGAS DAN JENIS PELAYANAN 

Pasal 3 

UPTD TPA Sampah Regional mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan persampahan dengan areal layanan meliputi seluruh 

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Pasal 4 

(1) Jenis pelayanan yang ada di UPTD TPA Sampah Regional, meliputi: 

a. Landfill Sampah dan Limbah B3; 

b. Insinerasi Limbah B3 Medis; 

c. Industri Pakan Ternak dengan biokonversi (BSF); 

d. Pusat Daur Ulang Sampah dan Limbah B3; 

e. Pengelolaan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy); dan 

f. Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

(2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian serta uraian SPM 

pada masing-masing Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 5 

(1) UPTD TPA Sampah Regional yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib 

melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal 

dalam Peraturan Gubernur ini. 

(2) Pemimpin UPTD TPA Sampah Regional yang menerapkan PPK-

BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang 

dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan 

dalam Peraturan Gubernur ini. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan 

Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

PENERAPAN 

Pasal 6 

(1) Pemimpin UPTD TPA Sampah Regional yang menerapkan PPK-

BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya 

dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD TPA 

Sampah Regional yang dipimpinnya berdasarkan SPM. 

 

 

 



(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA).  

(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan 

yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.   

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 7 

(1) Pembinaan teknis UPTD TPA Sampah Regional yang menerapkan 

PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.  

(2) Pembinaan keuangan UPTD TPA Sampah Regional yang 

menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, 

bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis 

antara lain: 

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk 

mencapai SPM;  

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target 

tahunan pencapaian SPM;  

c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;  

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; 

e. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran; 

f. Pelaksanaan anggaran; dan 

g. Akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 8 

(1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan oleh pengawas internal. 

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung 

dibawah Pemimpin UPTD TPA Sampah Regional 

  



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Provinsi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal, 15 Februari 2022 

         GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                        ttd 

 

         H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal, 16 Februari 2022  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                            ttd 

  

              H. LALU GITA ARIADI  

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR  11 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

 NIP. 19651231 199303 1 135 

 

 

 

 


